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Abstract  

The purpose of this thesis is to examine the application of iḥtiyāṭ and maṣlaḥaḥ concept on the products 

of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah in Semarang Regency and provide a broader perspective 

on the concepts of iḥtiyāṭ and maṣlaḥaḥ within the scope of sharia economic law.This study is a field 

research with qualitative analysis methodology in a form of case study. The approach implemented in 

this work is the juridical normative, with data collected from interview with the management party of 

BMT Al-Fataah Semarang Regency that serve as the primary data sources. The secondary data is taken 

from the documentation and other literature which supports the theory employed in this study. The 

results of the research conducted by the writer denotes that some products of Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) Al-Fattah in Semarang Regency implement the concept of iḥtiyāṭ by not ignoring the maṣlaḥaḥ; 

for instances the financial resources for qarḍu ḥasan product, qarḍu ḥasan product policy for 

productive activities that do not violate the terms of sharia economic, the availability of assistance 

program, and courthouse renewal for members of customers default. 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dan kemajuan ekonomi ini tidak boleh lepas dan keluar dari koridor hukum islam, 

sehingga bukan hanya bersifat duniawi saja, namun juga berorientasi kepada kehidupan ukhrawi, 

karena agama islam adalah agama yang dinamis, komprehensif serta universal dalam mengatur tata 

kehidupan dari berbagai aspeknya. 

Karakteristik hukum islam ini selalu relevan dengan perubahan zaman, baik dari sisi komunikasi, 

interaksi, transaksi dan berbagai aspek kehidupan yang lainnya,  begitu juga relevan dengan perubahan 

tempat. Ia mampu untuk mengkontekstualisasikan diri pada ruang lingkup yang mengelilinginnya dan 

memberikan solusi atas permasalahan yang ada. 

Islam tidak terbatasi oleh dimensi apapun, Islam tetap berlaku tidak hanya pada zaman tertentu, 

tempat tertentu, ataupun batas-batas geografis tertentu, namun aturan Islam bersifat dinamis, berjalan 

beriringan dengan keberlangsungan kehidupan, sehingga perubahan tempat dan zaman tidak membatasi 

dari keterkaitannya dengan Islam dan aturan-aturannya, sebagaimana bertepatan dengan kaidah yang 

berbunyi:  
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الِ  الأاحْوا افِ وا الأاعْرا المكاانِ وا انِ وا ما   لَا ينُْكارُ تاغايُّرُ الأاحْكاامِ بتِاغايُّرِ الزَّ

“Tidak diingkari (dipungkiri) perubahan hukum itu mengikuti perubahan sebab berubahnya masa, 

tempat, adat kebiasaan dan keadaan.” 

Dilihat dari sisi tujuannya, maka aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya 

ini tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan manusia, baik untuk jasmani maupun ruhani, dunia dan 

akhirat ataupun yang sifatnya individual maupun sosial. Imam as-Syātibi  menerangkan bahwa tujuan 

utama dari diberlakukannya syariat islam di muka bumi ini untuk kemaslahatan hamba itu sendiri.  

ائعِِ إِ  ضْعا الشَّرا عاًإنَِّ وا الآجِلِ ما الِحِ العِباادِ فيِ العااجِلِ وا صا ا هوُا لِما   نَّما
“Sesungguhnya penerapan syariat itu untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun akhirat dalam 

waktu yang bersamaan.” 

Sedangkan kalau melihat syariat islam dari proses konstruksi hukum, khususnya yang bersifat 

ijtihadi, maka perlu adanya tindakan kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dalam perumusannya, dimana iḥtiyāṭ secara 

etimologis merupakan bentuk derivatif berupa maṣdar dari  يحتاط –احتاط , yang mana secara kebahasaan 

berasal dari kata “al-hauṭu (الحوط)” yang memiliki makna الشيء يطيف بالشيء (sesuatu yang mengelilingi/ 

melingkupi yang lain) . Kata “al-hauṭu (الحوط)” memiliki bentuk derivasinya, yaitu: “ حوطا  –يحوط  –حاط 

وحياطة –وحيطة  –وحيطة  – ” yang bermakna menjaga, memelihara, menyandangi, mengayomi, menguasai, 

melindungi diri. 

Iḥtiyāṭ secara terminologis didefinisikan oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah As-Syāmi: 

الِ ال الِ الأامْرِ بهِِ، أاوْ تارْكِهِ لَِحْتمِا قِياامُ باِلفِعْلِ عِنْدا الشَّك ِ المعْتابارِ لَِحتمِا

 النَّهْيِ بهِِ 
“melakukan sesuatu ketika adanya syak mu’tabar (keraguan yang dibenarkan) karena 
dimungkinkan adanya perintah atau meninggalkan sesuatu karena dimungkinkan adanya 

larangan.” 

Tindakan kehati-hatian (iḥtiyāṭ) perlu diperhartikan sebagaimana Imam as-Syāṭibi mengatakan 

tentang perkara ini: 

ا عاساى أانْ ياكُونا طارِيقاً إِلا  زِ مِمَّ رُّ التَّحا زْمِ، وا اخْذِ باِلْحا الْأ لاى الَِحْتِيااطِ وا بْنيَِّةٌ عا الشَّرِيعاةُ ما ى وا

لايْهِ ببِِدْعٍ فِ  لُ عا التَّفْصِيلِ؛ فالايْسا الْعاما لاى الْجُمْلاةِ وا عْلوُمًا عا فْساداة، فاإذِاا كاانا هاذاا ما ي الشَّرِيعاةِ، بالْ ما
 ٍ ٍ، أاوْ تاحْسِينيِ  اجِي  ٍ، أاوْ حا رُورِي  ا لِضا لٌ؛ إمَِّ ا هُوا مُكام ِ اجِعٌ إلِاى ما ا، را   هُوا أاصْلٌ مِنْ أصُُولِها

“Syariat itu dibangun atas dasar iḥtiyāṭ dan mengambil yang kuat, serta menghindari dari segala 

hal yang mengarah kepada kerusakan (mafsadah). Apabila perkara ini diketahui baik secara 

global maupun terperinci, maka dalam pengamalan dengan asas iḥtiyāṭ bukanlah perkara yang 

baru dalam syariat, justru iḥtiyāṭ adalah dasar dari beberapa pokok syariat yang mana 

dikembalikan kepada skala prioritasnya, bisa untuk kebutuhan primer, atau sekunder atau 

tersier.” 

Lebih mendalam lagi, Syaikh Ibnu Taimiyyah  menerangkan bahwa kebanyakan para ulama 

memilih untuk mengambil dalil yang melarang daripada dalil yang memperbolehkan, dan memilih 

untuk menggunakan dalil iḥtiyāṭ dalam banyak kasus fikih.  

Sebagai contoh bahwa iḥtiyāṭ menjadi acuan dalam kasus fikih adalah pendapat para ahli fikih yang 

menyatakan tentang kewajiban untuk membasuh seluruh pakaian yang terdapat najis dalam jumlah 

yang tidak sedikit, kemudian seiring dengan berlalunya waktu ia menjadi kering sampai tidak terlihat 

lagi bekas, atau bahkan tidak terdeteksi lagi posisi najisnya di area mana, maka dalam kasus seperti ini, 
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diberlakukan kaidah iḥtiyāṭ yaitu dengan membasuh seluruh pakaiannya, meskipun tidak semuanya 

terkena najis.  

Kasus yang lain adalah apabila ada seseorang telah yakin bahwa ia sudah berwudhu untuk 

mengangkat hadas kecilnya, namun setelah itu ia tiba-tiba ragu, apakah sudah berhadas atau belum, 

maka kaidah fikih memberikan jawaban bahwa suatu hal yang yakin tidak dihilangkan dengan keragu-

raguan, sebagaimana Ibnu Nujaim memaparkan: 

  الياقِينُ لَا يازُولُ باِلشَّك ِ 
“Suatu hal yang yakin tidak dihilangkan dengan keragu-raguan” 

Namun sebagai tindakan iḥtiyāṭ, maka orang tersebut dianjurkan untuk mengulangi ritual 

wudhunya.  

Dua kasus di atas adalah contoh dari kaidah iḥtiyāṭ yang berlaku dalam fikih ibadah. Sedangkan 

ranah fikih tidak hanya mencangkup dalam permasalahan ibadah saja, namun ia juga mencangkup 

dalam hal muamalah. Oleh karenanya, umumnya para ulama  membuat pemetaan tentang klasifikasinya 

bahwa fikih terbagi menjadi dua kategori, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah.  Masing-masing dari 

kategori tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. 

Dari segi prinsip dasarnya, fikih ibadah memiliki kaidah bahwa hukum asal dari perkara ibadah 

adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memaparkan: 

امْرِ  لاى الْأ تَّى ياقوُما دالِيلٌ عا نُ حا   ...فاالْأاصْلُ فيِ الْعِباادااتِ الْبطُْلَا
“Hukum asal pada perkara ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya...” 

Sedangkan fikih muamalah memiliki kaidah yang berkebalikan dari fikih ibadah, yaitu hukum asal 

dari muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia batal dan haram, sebagaimana 

kaidah yang berbunyi: 

تَّى... ةُ حا حَّ تِ الص ِ لَا الْمُعااما اصْلُ فيِ الْعقُوُدِ وا الْأ التَّحْرِيمِ  وا نِ وا لاى الْبطُْلَا   .ياقوُما دالِيلٌ عا
“..Hukum asal pada perkara akad dan muamalat adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan 

pada kebatalan dan keharaman.” 

Dari segi pertimbangan akal, fikih ibadah merupakan irasional dalam ibadah-ibadah tertentu, tidak 

semuanya bisa dicerna oleh akal manusia, berkebalikan dengan itu bahwa dalam fikih muamalah, ia 

selalu bersifat rasional yang memiliki keterkaitan dengan maslahat dan mudarat.  

Dari segi korelasi, fikih ibadah mencangkup permasalahan yang terkait dengan hubungan antara 

seorang hamba dengan Allah Ta’ala, seperti tata cara bersuci, ritual salat, puasa, zakat, haji dan 

semisalnya. Adapun cangkupan fikih muamalah lebih mengarah kepada perkara-perkara yang berkaitan 

dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti tata cara jual beli, persewaan, aturan terkait 

hutang, hukum pidana ataupun hukum perdata.  

Dari sekian banyaknya kasus dalam fikih muamalah, Ibnu Rusyd al- Qurṭubī menjelaskan bahwa 

sebagiannya berkaitan dengan masalah ekonomi, yang kemudian dipersempit istilahnya menjadi fikih 

mu’āmalah māliyyah, dimana pembahasannya adalah tentang transaksi atau praktik perpindahan barang 

atau harta antara dua pihak atau lebih.  

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang 

masuk dalam ranah fikih mu’āmalah māliyyah. Ia adalah sebuah lembaga ekonomi non perbankan yang 

berbasis syariah dan bersifat informal, karena latar belakang dari awal pendiriannya dilakukan oleh 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  Segala macam alternatif yang ditawarkan oleh Baitul Maal 

Wat Tamwil (BMT) diyakini sebagai solusi untuk upaya pemberdayaan umat.  Terlebih posisinya 

sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka keberadaannya tentunya hadir untuk 

masyarakat menengah ke bawah.  
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Perkembangan dan pertumbuhan BMT di Indonesia semakin pesat dan menjamur, tercatat dalam 

statistik yang dirilis oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bahwa jumlah 

BMT di Indonesia tidak kurang dari 4500 unit , salah satu unitnya berada di daerah Jawa Tengah yang 

bernama BMT Al- Fattah di Kabupaten Semarang. 

Namun ketika melihat tujuan baik dan tingkat kepesatan yang semakin naik tersebut muncul dari 

Lembaga Keuangan Syariah, maka pertanyaan yang muncul tentunya terkait dengan penjustifikasian 

dari sisi syariah. Tidak serta merta suatu produk bisa dinyatakan sesuai dengan kaidah syariah sebelum 

di korelasikan dengan aturan-aturan fikih dan ushul fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama. 

Dari sini muncul sebuah pertanyaan, apakah produk-produk yang ditawarkan BMT sudah berada 

pada koridor iḥtiyāṭ sehingga bisa terhindar dari kerusakan yang dikhawatirkan dalam pandangan 

syariat seperti kedholiman, dan lain-lain. Terlebih lagi kedudukan iḥtiyāṭ yang merupakan sebuah 

prinsip dalam proses konstruksi hukum fikih. Imam as-Sarakhsī  memberikan pemaparan tentang hal 

ini: 

صْلٌ فيِ الشَّرْعِ 
الأاخْذُ باِلَِحْتيِااطِ أا   وا

“Mengambil iḥtiyāṭ merupakan dasar dari syara’” 

Selain itu, pertimbangan maṣlaḥaḥ juga perlu diperhatikan dalam penelitian ini, karena ia 

merupakan tujuan dari syariat islam , yang mana keberadaannya bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga 

bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. 

Maṣlaḥaḥ secara etimologis merupakan bentuk derivatif berupa maṣdar mīmī yang maknanya 

adalah الصلَح (manfaat, kebaikan, kebenaran, keabsahan). Maṣlaḥaḥ merupakan bentuk tunggal dari 

kata maṣālih, yang mana ia merupakan antonim dari  mafsadah (kerusakan, keburukan). 

Maṣlaḥaḥ secara terminologis didefinisikan oleh Sa’id Ramaḍān al-Būṭī (w. 2013 M): 

كِيْمُ لِعِباادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنهِِمْ، وِنفُوُسِهِم، وعُقوُلِهِمْ،  داهاا الشَّارِعُ الحا المنْفاعاةُ الَّتيِ قاصا

ا ا بايْناها الِهِمْ، طابْقا تارْتيِْبٍ مُعايَّنٍ فيِما أامْوا ناسْلِهِم، وا وا
1 

“Sebuah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana untuk hambaNya dengan 
menjaga agama mereka, diri mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka, sesuai 

dengan urutan tertentu.” 

 Oleh karenanya, ijtihad terhadap suatu perkara hukum dengan mempertimbangkan sisi maslahat 

harus selalu diperhatikan dan dilakukan. 

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebagai penelitian dengan 

judul: “Konsep Iḥtiyāṭ dan Maṣlaḥaḥ Pada Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah 

di Kabupaten Semarang”, dengan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan iḥtiyāṭ 

dan maṣlaḥaḥ pada produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep iḥtiyāṭ dan maṣlaḥaḥ yang 

diaplikasikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang dalam 

menawarkan produk-produknya kepada masyarakat, dan juga diharapkan bisa memberikan tambahan 

khazanah keilmuan islam dengan memberikan perspektif yang lebih luas tentang konsep iḥtiyāṭ dan 

maṣlaḥaḥ dalam kacamata ilmu keislaman, serta bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi para 

pengkaji hukum islam bahkan para pemangku kebijakan dalam penetapan suatu permasalahan. 

                                                             
1 Sa’id Ramaḍan al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarīah al-Islāmiyyah, (Beirut: Muassasah al-

Risālah, 1393 H), h. 23. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif berupa studi kasus untuk memberikan 

gambaran secara utuh dan mengetahui konsep iḥtiyāṭ dan maṣlaḥaḥ yang diterapkan pada produk-

produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama atau primer dan data kedua 

atau sekunder. Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan pihak pengelola Baitul Maal 

Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian 

ini berupa data dokumentasi, buku-buku dan literatur lainnya untuk mendukung teori-teori dalam 

penelitian melalui library research (penelitian kepustakaan). 

Adapun metode analisis data pada penelitian ini diolah melalui pendekatan deskriptif analisis. 

Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk menampilkan data secara runut dan objektif dengan 

pendekatan dari kerangka teori yang telah ditetapkan, kemudian data yang ada kaitanya dengan apa 

yang diteliti, akan dideskripsikan dan di analisa menggunakan Teknik analisis isi (content analysis). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil penelitian 

Penerapan Konsep Iḥtiyāṭ dan Maṣlaḥaḥ pada Produk-Produk Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang 

Konsep iḥtiyāṭ dan maṣlaḥaḥ diaplikasikan pada beberapa produk Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) Al-Fattah di Kabupaten Semarang, diantaranya: sumber dana untuk produk qarḍu ḥasan, 

kebijakan produk qarḍu ḥasan untuk kegiatan produktif yang tidak melanggar ketentuan hukum 

ekonomi syariah, adanya progam pendampingan, dan pembaharuan akad untuk anggota nasabah 

wanprestasi.  

3.2. Pembahasan 

Sumber Dana Untuk Produk Qarḍu Ḥasan 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fattah mempunyai penawaran produk bernama qarḍu 

ḥasan, dimana skema yang digunakan adalah memberikan pinjaman kebajikan kepada anggotanya 

dan anggota akan mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterimanya tanpa ada tambahan dalam 

waktu tertentu. 

Sumber dana yang digunakan untuk menawarkan produk ini berasal dari Baitul Maal, dimana 

perkumpulan dananya dihasilkan dari penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf. 

BMT al-Fattah mengalokasikan masing-masing sumber perkumpulan dananya sesuai dengan 

keperluan yang telah digariskan dalam aturan syariat. Penghimpunan dana yang diperoleh dari 

harta zakat, maka hanya bisa digunakan untuk mentaṣarrufkan hal-hal yang digariskan pada 

ketentuan zakat. Begitu hal nya penghimpunan dana yang diperoleh dari harta sedekah, infak 

ataupun wakaf, maka masing-masing memiliki wilayah taṣarruf nya sendiri. 

Produk qarḍu ḥasan yang ditawarkan oleh BMT al-Fattah diambil dari sumber dana infak atau 

sedekah, dengan asumsi bahwa cakupan infak dan sedekah lebih luas daripada zakat ataupun 

wakaf. Sedangkan cakupan dana zakat terbatas pada delapan golongan sebagaimana yang 

disebutkan dalam Al-Qur’an: 

كِينِ  ساَٰ ٱلۡما اءِٓ وا تُ لِلۡفقُارا
داقاَٰ ا ٱلصَّ قاابِ إنَِّما فيِ ٱلر ِ لَّفاةِ قلُوُبهُُمۡ وا ٱلۡمُؤا ا وا لايۡها مِلِينا عا ٱلۡعاَٰ وا

كِيم لِيمٌ حا ُ عا ٱللََّّ ِِۗ وا نا ٱللََّّ ٱبۡنِ ٱلسَّبيِلِِۖ فارِيضاة م ِ ِ وا فيِ سابيِلِ ٱللََّّ رِمِينا وا ٱلۡغاَٰ   وا
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
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orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana (QS. al-Taubah [9]: 60) 

Hanya saja ketika merujuk kepada aqwāl ulamā’ khususnya di kalangan ulama kontemporer, 

maka terjadi perbedaan pendapat tentang taṣarruf dana zakat yang tidak di distribusikan langsung 

kepada para mustahiqnya, namun digunakan untuk kegiatan lain yang mendatangkan maslahat 

seperti qarḍ ḥasan dan investasi: 

a. Dana Zakat Boleh Digunakan Untuk Qarḍ Ḥasan. 

Yusuf al-Qaraḍawi mengatakan: 

مِ فيِ  ةا لِلِإسْلَا المقااصِدا العاامَّ حِيْحا وا كااةِ تجُِيزُ لاناا القاوْلا أاعْتاقِدُ أانَّ القِيااسا الصا باابِ الزَّ
اضِ المحْتااجِينا مِنْ ساهْمِ الغاارِمِينا     بإقِْرا

“Saya meyakini bahwa qiyas yang benar dan berdasarkan tinjauan maqāṣid ‘ammah untuk 

islam dalam hal zakat membolehkan kita untuk memberikan pinjaman hutang kepada 

orang yang membutuhkan dengan kategori orang-orang yang berhutang.” 

Lebih lanjut lagi beliau menyebutkan para ulama lain yang juga menyatakan kebolehan 

menggunakan dana zakat untuk qarḍ ḥasan: 

فُ  لََّ خا ة وا هرا ا ذاهابا إلِايهِ الأاسااتِذاةُ: أابوُ زا هاذاا ما كااةِ وا سان فيِ باحْثهِِم عانِ الزَّ حا  وا
اوْلاى أانْ تعُْطاى  كااةِ فاأ الِ الزَّ د ِي مِنْ ما انَّهُ إِذاا كاانات الديُوُنُ العاادِلاةُ تؤُا مُعالَّلِينا ذالِكا بأِ

عالوُهُ مِن دَّ إِلاى بايتِ المالِ فاجا باا لِترُا الِياةُ مِنا الر ِ ساناةُ الخا قيِااسِ  مِنهُ القرُُوضُ الحا

   الأاوْلاى
“Pendapat demikian juga disampaikan oleh syaikh Abu Zahrah, khallaf, dan ḥasan dalam 

penelitian mereka tentang zakat dengan melandaskan argumen bahwa apabila hutang 

dibayarkan dari harta zakat, maka tentu lebih utama dibolehkannya peminjaman qarḍ 

ḥasan dari harta zakat, yang terbebas dari praktik riba untuk kemudian nantinya 

dikembalikan kepada bait al-māl dan mereka menyebutnya sebagai bentuk qiyas awlawi.” 

b. Dana Zakat Tidak Boleh Digunakan Untuk Qarḍ Ḥasan. 

Pendapat ini disampaikan oleh Hisamuddin ‘Ifānah: 

ساناةٍ تاسْتارْجِعُ  كااةِ إِلاى قرُُوضٍ حا الِ الزَّ ى أانَّهُ لَا ياجُوزُ تاحْوْيلُ أامْوا فاإنِ يِ أارا

ا الشَّرْعِيَّةِ  ارِفهِا عُ فيِ ماصا كااةا لام توُضا لاباة مُسْتاقْبالًَ لِأانَّ هاذاا ياعْنيِ أانَّ الزَّ   مِن الطا
“Saya berpendapat bahwa pengalihan harta zakat untuk keperluan qarḍ ḥasan tidak 

dibolehkan, dimana akan dikembalikan oleh pemohonnya diwaktu yang akan datang, 

karena hal ini maknanya adalah harta zakat tidak di alokasikan pada golongan 

penerimanya sesuai syariat.” 

Alasan dari tidak dibolehkannya menggunakan dana zakat untuk qarḍ ḥasan adalah 

perintah yang terdapat dalam QS. al-Taubah [9] ayat 60 menjelaskan bahwa harta zakat hanya 

menjadi hak untuk delapan golongan. Pemahaman ini didasari pada awal ayat yang 

menggunakan redaksi innamā yang kandungan maknanya adalah pembatasan. Artinya, 

menghutangkan dana zakat/ menginvestasikannya berarti melanggar dari ketentuan diatas. 

Selain itu, pendistribusian dana zakat dilakukan sesegera mungkin, sebagaimana 

pernyataan Wahbah al-Zuhaili: 
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تهِِ...  اجا ا لِدافْعِ حا نَّها
ا ؛ لِأ عاهُ قارِينهُُ الفاوْرا نْ ما ما رْفِ إِلاى الفاقِيرِ وا الأامْرُ باِلصا وا

رٍ لِحِساابِ  صِيْدٍ مُداوَّ كااةِ كارا رْفِ الزَّ يْرِيَّةِ تاأخِْيْرُ صا مْعِيَّاتِ الخا ياجُوزُ لِلجا لايْهِ لَا عا وا

مْعِيَّةِ؛ لِأانَّ دافْعا الزَّ  لاى الفاوْرِ الجا اجِبٌ عا   كااةِ وا
“Perintah dengan mendistribusikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang 

bersamanya memiliki indikasi untuk dilakukan segera, karena zakat untuk memenuhi 

kebutuhannya.... oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi instansi sosial mengakhirkan 

penyaluran zakat seperti perputaran dana sebagai laporan perhitungan suatu instansi, 

karena penyaluran zakat wajib untuk disegerakan.” 

Dengan melihat pada perbedaan pendapat diatas, maka memilih pendapat yang kedua ini 

lebih mengarah kepada penerapan konsep iḥtiyāṭ, dengan pertimbangan bahwa ketika terjadi 
kemungkinan suatu perkara antara dibolehkan dan dilarang, maka sebagai tindakan ihtiyātnya 

adalah memilih pendapat yang melarang sebagaimana yang disampaikan oleh ‘Izzuddin ibn 

Abdi al-Salām, hal ini bertujuan agar tidak terjerumus pada mafsadah yang makruh atau haram.  
Selain itu, pelarangan menjadikan dana zakat untuk digunakan sebagai qarḍ ḥasan juga 

mengandung penerapan maṣlaḥaḥ yaitu ḥifḍu ad-dīn, dimana pembolehan menggunakan dana 

zakat untuk qarḍu ḥasan melanggar ketentuan dalam  QS. al-Taubah [9]: 60. Kalaupun 
menjadikan dana zakat untuk qarḍu ḥasan ini memiliki kemaslahatan, maka termasuk dari 

maṣlaḥaḥ mulgah, sehingga kebijakan BMT al-Fattah dengan mengambil sumber dana dari 

infak atau sedekah untuk produk qarḍu ḥasan merupakan bentuk dari penerapan iḥtiyāṭ dan 

maṣlaḥaḥ. 

Kebijakan Produk Qarḍu Ḥasan Untuk Kegiatan Produktif Yang Tidak Melanggar 

Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah 

BMT al-Fattah dalam menawarkan produk qarḍu ḥasan kepada anggota tidak diberikan begitu 

saja tanpa ada ketentuan-ketentuannya. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan layanan produk ini adalah digunakan untuk kegiatan produktif yang tidak menyalahi 

ketentuan hukum ekonomi syariah, seperti membangun usaha atau bisnis yang berbasis pada sektor 

halal. 

Pada dasarnya, ketika melangsungkan akad qarḍ ḥasan tidak harus ada persyaratan untuk 

kegiatan produktif, anggota boleh melangsungkan akad qarḍ ḥasan untuk keperluan konsumtif. 

Namun ketika kebijakan BMT al-Fattah adalah dengan memberlakukan ketentuan ini sebagai 

syarat yang harus dipenuhi anggota untuk mengajukan produk qarḍu ḥasan, maka penulis 

memandang bahwa hal ini adalah bentuk dari penerapan iḥtiyāṭ. 

 Jika tidak ada ketentuan ini, maka ada kemungkinan bahwa anggota akan menggunaan dana 

nya untuk kegiatan/ barang konsumtif, yang mana kebermanfaatannya akan berakhir dengan 

habisnya kegiatan/ barang konsumtif tersebut. Sedangkan disisi lain, anggota dituntut untuk 

mengembalikan sejumlah hutang yang telah diterimanya. 

Kemungkinan lain yang bisa timbul jika tidak diberikan ketentuan ini adalah digunakan untuk 

kegiatan yang melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah. Dua unsur dalam ketentuan ini yaitu 
produktif dan sesuai dengan prinsip syariah adalah upaya preventif agar anggota bisa 

mengembalikan pokok hutang yang diterimanya, dan hutang tersebut tidak digunakan untuk 

melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah. 

Ketentuan diatas selain berimplikasi pada upaya preventif yang mana termasuk dari konsep 
iḥtiyāṭ, ketentuan tersebut juga mengandung unsur maṣlaḥaḥ yaitu menolak timbulnya mafsadah 

yang disebabkan oleh kegiatan konsumtif sehingga tidak bisa mengembalikan pokok hutang, dan 

hal itu melanggar dari salah satu maqāṣid syarī’ah yaitu hifḍu al-māl (memelihara harta). Al-



Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam 

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang  Vol 1. No. 2 Desember 2023 

e-ISSN 3025-4787  hal. 21-30 

 28 

Gazāli menjelaskan bahwa setiap yang menghilangkan lima prinsip dari maqāṣid syarī’ah disebut 

mafsadah, dan menolak mafsadah adalah bentuk dari maṣlaḥaḥ. 

Pendampingan Untuk Anggota 

Pendampingan adalah suatu cara atau strategi dengan membangun hubungan dialogis antara 

dua subjek yaitu pendamping dan yang di dampingi, diawali dengan memahami realitas 

masyarakat, kemudian memperbaharui sisi kualitas dari realita tersebut kepada arah yang lebih 

baik.  

Pendampingan merupakan peran umum yang dilakukan oleh BMT al-Fattah dalam 

menjalankan dan mengontrol produk-produk yang ditawarkannya. Berdasarkan eksistensinya, 

BMT al-Fattah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang 

memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sehingga dengan adanya program 

pendampingan, maka hal ini menunjukkan bahwa BMT al-Fattah adalah lembaga keuangan 

syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dari semua lapisannya. 

Salah satu fungsi dari pendampingan yang dilakukan BMT al-Fattah adalah sebagai upaya 

pemberdayaan, penguatan kemampuan (empowering) dan pembimbingan (guiding). 

Skema yang dijalankan BMT al-Fattah untuk melakukan pendampingan adalah dengan 

mengadakan pelatihan (training) untuk menopang kemampuan anggota dalam mengembangkan 

perekonomian di tingkat mikro. BMT al-Fattah juga memberikan motivasi kepada anggota untuk 

berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya. Selain itu, pendampingan juga dilakukan 

dengan mengadakan bimbingan dan konsultasi kepada anggota serta memonitoring atau 

mengevaluasi perkembangan usaha yang dilakukan anggota dengan mengunjunginya di setiap 

bulannya. 

Muhammad Umar Samā’i menjelaskan bahwa menutup hal-hal yang menjadi perantara kepada 

kerusakan adalah salah satu sisi dari bentuk iḥtiyāṭ.  Penulis memandang program pendampingan 

yang diupayakan oleh BMT al-Fattah merupakan salah satu bentuk dari pencegahan terhadap 

mafsadah yang akan timbul jika tidak ada pendampingan, seperti kemungkinan terjadinya 

kegagalan yang akan dialami oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, sehingga berimbas 

kepada kerugian yang akan dirasakan oleh anggota maupun BMT al-Fattah. 

Oleh karenanya, upaya pendampingan ini merupakan salah satu bentuk dari konsep iḥtiyāṭ, 

disamping juga untuk mendapatkan maṣlaḥaḥ yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dan 

menghindari mafsadah yang kemungkinan timbul yaitu terjadinya kerugian. 

Pembaharuan Akad Untuk Anggota Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda wanprestatie yang maknanya adalah prestasi yang 

buruk. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa wanprestasi memiliki arti kelalaian, kealpaan, 

cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.   

Umumnya, terjadinya wanprestasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya kelalaian yang 

dialami oleh anggota nasabah dan adanya overmacth (keadaan memaksa) sehingga anggota 

nasabah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar 

dugaan. 

BMT al-Fattah dalam menghadapi permasalahan pada anggota nasabah wanprestasi, kebijakan 

yang diambil adalah memperbarui akad dengan anggota yang masih memiliki kewajiban untuk 

membayar angsuran, namun berdasarkan pada batas masa perjanjian di awal sudah berakhir. 

Penulis memandang bahwa kebijakan untuk melakukan pembaharuan akad bagi anggota 

nasabah wanprestasi tersebut merupakan tindakan ihtiyāṭ, dimana fatwa Dewan Syariah Nasional-
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Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan untuk memberikan ta’zir (hukuman) berupa 

denda sejumlah uang kepada anggota nasabah yang tidak bisa memenuhi perjanjian selama bukan 

karena force majeur ,  ataupun menetapkan ta’wiḍ (ganti rugi) .  

Kehadiran dua fatwa tersebut dinilai sebagai alternatif untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Kendati demikian, BMT al-Fattah 

tidak menerapkan pemberian denda maupun ganti rugi kepada anggota nasabah wanprestasi, 

melainkan BMT al-Fattah memilih untuk melakukan pembaharuan akad sebagai solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Pemberian ta’zir berupa denda dengan sejumlah uang dan penetapan ta’wiḍ adalah 

permasalahan yang debatable, ada yang membolehkan seperti fatwa DSN MUI diatas, namun ada 

juga yang melarangnya seperti Majma’ al-Fiqh al-Islāmi dalam Journal Islamic Fiqh Council.  

Melihat dari dua perbedaan keputusan tersebut, maka tindakan iḥtiyāṭ bisa diterapkan dengan 

memilih pendapat yang tidak membolehkan. Dalam hal ini, kebijakan BMT al-Fattah dalam 

menghadapi pembiayaan bermasalah tidak menetapkan ta’zir berupa denda sejumlah uang kepada 

anggota nasabah maupun ta’wiḍ kepada mereka, namun membuat alternatif baru yaitu 

memperbaharui akad di akhir periode perjanjian sebagai solusi atas permasalahan ini. 

Alternatif yang ditetapkan BMT al-Fattah tersebut juga menjunjung prinsip maṣlaḥaḥ yaitu 

dengan mencegah mafsadah yang timbul dikarenakan ada kekhawatiran akan terjerumus pada 

praktik riba ketika menetapkan kebijakan untuk memberikan ta’zir berupa denda dengan sejumlah 

uang maupun ta’wiḍ kepada anggota nasabah. Tentunya pencegahan ini dilakukan dalam rangka 

merealisasikan salah satu tujuan syariat yaitu memelihara harta (hifẓ al-māl) 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada penelitian ini, maka ditemukan kesimpulan bahwa penerapan konsep iḥtiyāṭ dan 

maṣlaḥaḥ pada produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah meliputi: sumber dana untuk 

produk qarḍu ḥasan, kebijakan produk qarḍu ḥasan untuk kegiatan produktif yang tidak melanggar 

ketentuan hukum ekonomi syariah, adanya progam pendampingan, dan pembaharuan akad untuk 

anggota nasabah wanprestasi 

Adapun sarannya, penulis berharap kepada para pengkaji hukum islam, khususnya yang terkait 

dengan kajian hukum ekonomi syariah agar memperluas dan memperdalam lagi pembaḥasan-

pembaḥasan seputar iḥtiyāṭ yang dikombinasikan dengan konsep maṣlaḥaḥ, sehingga bisa memberikan 

kontribusi ilmiah untuk perkembangan intelektualitas masyarakat indonesia. 
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